Kemenangan Harmoni

“Di setiap masyarakat tevdapa

kanisme yang

melegitimasi, mengaburkan, dan
mengingkari kekerasaan yang dengan demikian melestarikannya”

(Heise 1994:1)..

2 ulisan ini membahas salah’ sc:’fu beniuk

= kekerasan yang sering diabaikan, seka

R ipun paling sering terjadi, yaitu kekerasan
domestik, yang di sini didefinisikan sebagai
penyerangan fisik atau psikologis di keluarga,
atau lebih tepat oleh laki-laki terhadap pasangan
perempuannya.2 Berbeda dengan studi-studi
iainnya, tulisan ini tidak berusaha untuk mengusut
kejadian dan penyebab kekerasan domestik.
Namun, kami merasa periu untuk menyatakan
bahwa dari seluruh pendekatan {lihat Campbell
1992), kami mendukung yang -mendudukkan
kekerasaan domestik sebagai gajaia maupun
alat untuk mendorong subordinasi perempuan,
Dengan perkataan lain: “... kekerasan fisik
terhadap perempuan menyebabkan dan
melestarikan subordinasi. Agar kila dapat
memahaminya, kita harus menghubungkdn
keduanya” (Binney 1985:124}3 ~Meminjam
_kerangka pikiran ini, kami mencoba menganalisa
pengingkaran bentuk kekerasan domestik di Jawa
dan menghubungkannya dengan konsepiudatiscsi
keluarga dan gender yang paling dominan di
masyarakat. Di sini kami fokus kepada pernyataan
dan tanggapan resmi terhadap kekerasan
domestik, sebagai bagian dari ideologi yang
memungkingkan kekerasan domestik tetap tidak
diakui dan tidak ditantang.

Datam tulisan ini kami menganalisa hal-ihwal ini
dengan mempertimbangkan pengaiaoman-
pengalaman di dunia Barat sebagal latar
belakang. Di sanag, keengganan untuk mengakui
kekerasan domestik sebagai persoatan sosial
seringkali dijelaskan dengan kerangka acuan

ycng ‘beerQSisi antara bidang publik yang
menyangkut masyarakal dalam arti luas
{perhubungan dengan piia) dan bidang privat
yang menyangkul keluarga {berhubungan
dengan perempuan). Secara analitis, dikotomi
publik-privat sudah ditantang oleh pendekatan
yang menekankan hubungan antara kedua
bidang dalam sistem dominasi patriakal di mana
kekuatan fisik merupakan alat sekaligus
manitestasi. Perhalihan persepsi ini mulai
mempengaruhi pendapai-pendapat  dominan
di lapangan (Hearn 1996; Hanmer 1996).
Walaupun demikian, dalam konteks Barat, paham
bohwa keluarga adaiah “tempat perlindung di
fenggah dunia yang tidak manusiawi” masih
berlaku dan masih mempengaruhi pengertian
dan tingikah laku orang pada umumnya, maupun
individu serta institusi yang bertanggung jawab
ferhadap kebijaksanaan mengenai kekerasaan
domestik.

Kami akan berargumen bahwa ide keluarga
sebagai sesuatu yang aman dari konflik dan
percekcokkan di arena publik tidak berlaku pada
situasi Jawa. Pada kenyataannya, dalam
pemikiran tradisional Jawa dan juga dalam
ideologi moderen Jawa-Indonesia 4, keluarga
dan masyarakat fidak dipertentangkan tetapi
dianggap mencerminkan dirl, karena dua-
duanya diatur oleh relasi harmonis dan hirarkis,
yang menempaikan pria di atas perempuan.
Penekanan pada harmoni baik dalam bidang
privat maupun publik dapat dilhat  sebagai
pendorong yang sangat kuat unfuk mengabaikan
pembuktian dan periakuan kejam dalam
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keluarga, pleh karena mengakui

menimbulkan pertanyaan terhaddp para os{um

politik dan kosmologis. Sebagai kesimpulan, kami
akan berargumen bahwa pemahaman
pandangan-pandangan mengenal keluarga:

dapat membantu kita
pengingkaran kekerasan domestik-secara
ideologis, jikalau ditempatkan dalam konteks
sosio-budaya yang spesifik ..dan
dipresentasikan sebagai nilai univers:

Argumen kami terstruktur dala

Dalam bagian pertama kami akan memberi
gambaran umum tentang kekerasan domestik,
sebelum mencoba menjelaskan secara singkat -

pengingkaran yang terjadi di dupia Barat.

mengasumsikan adanya persamaan dalam

tingkat pengingkaran, yang dibentuk oleh.
penjajaran antara bidang publik dan privat. Kami -
harus mengeneralisasikan sedemikian rupa agar
dapat mengkontraskan paradigma Barat dengan -
paradigma yang dominan dalam konfeks Jawa.

kedua, dengan merinci hubungan antara
persepsi formal
masyarakat di Jawa, yang memperiihatkan

kekaburan batasan antara bidang publik - dan

privat. Kekaburan ini kemudian menghasitkan

untuk mengerti

tidak

keluarga dan ideologi
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~‘domestik. Terakhir, di bagian tiga, kami akan
kekerasar/ dalam bidang privat, berarti juga -
mengakuifbidang publik, yang pada giirannya -

menhganalisa konsekuensi-konsekuensi dari.

“pengingkaran: absolut ini5, sebelum menutupi
tulisan

dengan beberapa renungan.

© 1. Keluarga harmonis dalam
- masyarakat yang penuh konflik

y karakteristik umum terlihat dari literatur
ekerasan domestik. Yang pertama
erjadinya kasus-kasus kekerasan domestik
rata baik di tingkat wilayahnya baik di

ang .
“tingkat komposisi kelas ekonomi (UN 1989:15).
* Menurut Bank Dunia:

- Bentuk kekerasan yang

. paling sering terjadi adalah
 kekerasan terhadap istri

~ atau yang lebih tepat
kekerasan terhadap
eréempuan oleh pasangan
" intim (Heise et al 1994:4).

‘ ‘Yaﬁg-kéduc adalah kerahasiaannya. Judui-judul
" seperti, “Kekerasan terhadap Perempuan; Beban
_kesehatan yang tersembunyi” atau “Masalah

yang - tersembunyi:Kekerasan Domestik”,
merupaokan: judul-judul khas yang
menggambarkan keadaan praktik kekerasan
terhadap perempuan di keluarga dan sekaligus
memuat salah satu konsekuensinya yakni kesulitan
untuk mengakses informasi yang komprehensif
di apat dipercaya.

nikian, di negara-negara Eropa,
Amerika, Australia dan Selandia Baru, masih

terdapat lebih banyak informasi dibandingan
- negara-neggrd berkembang (UN 1 989). Informasi
: _yang fersedia ini menunjukkan bahwa dinegara-
Walaupun kami mengakui bahwa kenyataon: . :
manifestasi kekerasan domestik sangat luas, kami:

negara sepertl Inggris dan Amerika —meskipun

terdapat perbedaan kelas ekonomi dan nilai

kebudayaan— kekerasan fisik dan emosional,

dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai
- konsekuensi (termasuk kematian) merupakan
- penomen yang terjadi sejak zaman dulu hingga

ini'secara kontinyu (Caputi dan Russell 1992; UN
va. - 1989). Misalnya, di inggris dilaporkan bahwa satu
Paradigma tersebut akan diuraikan di bagian -

antara'empat perempuan pernah diserang oleh
pasangan intimnya (Doyal 1995). Di Amerika, FBI

~ menemukan bahwa pemukulan terhadap istri

terjadi setiap 18 detik, dan bahwa 30% dari

“perempudnyang meninggal karena kekerasaan,

ibuniuh oleh teman prianya (Tieszen 1991:20).
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Angka-angka mengejutkan in belu

mempengaruhi pandangan umum mcsycfckc &

dan praktik dan ideologi publik masih tetap
enggan mengakui terjadinya kekerasan domestik.
Keenganan ini,

sangat persisten di dunia pemikiran Barat, yaitu
dikotomi yang memisahkan publik dari pribadi di

kehidupan masyarakat dan mengasosiasikan
perempuan dangan kehidupan privat sedangkan

laki-laki dengan kehidupan publik. - Teori-feori
sosial mengkoniraskan “kelompok organis yang
memberikan perlindungan dan afeksi”. dengan
“dunia komersial yang keras dan agresif” {(Allen &
Barker 1976:1). Pemikiran tadi, .dan nuansa-
nuansa yang mendefinisi hubungan gender di
masyarakat, juga berarti bahwa bidang publik
secara inheren keras dan berbahaya untuk
perempuan yang harus mencari keselamatan di
rumah dan harus dilindungi oleh pria (Hanmer &
Saunders 1984).

pribadi dan damai dan menggambarkan
perempuan sebagai yang terlindungi oleh
dinding-dinding rumah.

Pada tingkatan yang berbeda, esensi utama dari
temininitas diidentifikasi dengan rumah dan esensi
utama dari maskulinitas diidentifikasi dengan
masyarakat luas. Karakteristik femininitas, yang
dihubungkan dengan dunia emosi dan alami,
juga mencerminkan karakteristik bidang domestik
di mana pertalian afektif diasumsikan dominan
dan kebutuhan alami dapat dipuaskan (Allen &
Barker 1976). Maskulinitas, di lain pihak,
merepresentasikan hal-hal yang intelektual, sosial,
dan agresif, yang juga merupakan ciri-cirl khas
bidang publik.

Para teoretisi feminis telah mendebatkan validitas
penjajaran bidang publik dan bidang privat. Bagi
beberapa antropolog feminis kerangka tersebut
dapat berguna karena memberikan model
universal untuk menjelaskan subordinasi
perempuan (Moore 1988). Namun, iimuwan sosial
yang lain telah mempertanyakan apakah kedua
bidang memang dapat dipisahkan secara tegas.
Lebih mendasar lagi, mereka mempertanyakan
universalitas model tersebut, Bagi mereka,
dikotomi publik-privat terjadi karena meluasnya
kapitalisme dan industrialisme, Jadinya, secara
historis dan kultural adaiah sangat spesifik
{Jardanova 1985, Webb 1985). .,

menurut pendapatl kami,’
disebabkan oleh salah satu dualisme yang

Jadi, teori dan kebijaoksonaan -
sosial merepresentasikan keluarga — yaifu -
“kontrak sosial yang paling dasar dan alami”
(Marcus 1994)—sebagai bidang yang sekaligus

Aclah, penjelasan kekerasan domestik yang

“paling paru: telah mem-by-pass semua

pertimbangan di atas dan menetapkan

‘kekerasan terhadap perempuan oleh pria dalam
- konteks hubungan kekuasaan dan subordinasi.
‘Misalnya, bagi Mackinnon, kunci dominasi laki-

laki- adalah seksualitas melalui-bentuk kekerasan

: sepertt pemerkosaan dan pornografi {Mackinnon
-1987).

meninggcﬁkan perbedaan publik-privat dengan
"~ menunjuk pada istansi-istansi “publik” (negara)

Banyak teoretikus lainnya tfelah

yang ikut memperburuk kekerasan domestik
dengan periakuan yang tidak adil terhadap
perempuan, maupun dengan penolakkan untuk
melindungi perempuan melalui jalur hukum
(Hanmer dan Saunders 1984). Baru-baru ini para
intelekiual telah memperlihatkan bagaimana
orientasi gender istansi-istansi pemerintah
membentuk pemahaman mereka mengenai
kekerasan domestik, dan pada akibatnya

‘mempengaruhi pemberlakuan kebijaksanaan
(Hearn 1996)..

- Meskipun demikian, ide dikofomi publik-privat dan

asosiasi gender yang terkait masih melekat dalam

*teori dan proktik Barat (McDowell & Pringle 1992).
- Sebagai konsekuensi, reaksi pemerintah gagal
““mengakul kekerasan domestik, yang dengan

demikian dibiarkan. Mengenai Inggris Binney
(1985:116) mengomentari bahwa ‘para pejabat
menunjukan ‘kebutaan sosial terhadap masalah
kekerasan domestik, seperti berkali-kali dibuktikan
oleh analisa data pelayanan sosial.”

Tidak dapat dipungkiri, beberapa kemajuan telah
nampak dan pemerintah mulai mengakui
kekerasan domestik. Hal ini dapat terjadi karena
perjuangan organisasi perempuan. Melalui
berbagai cara, kelompok perempuan telah
berjuang unfuk mengadakan perubahan hukum
dan pelayanan sosial, dan mengembangkan
analisa sosial yang memungkinkan mendefinisi
kembali kerangka perdebatan di sekitar
kekerasan domestik (Hanmer 1996}, Semua upaya
ini bertjuan memperlihatkan adanya realitas
kekerasan domestik, don menentang dergen
menonteng-ideologi yang dominan. Menurut
Tieszen (1991) istilah “kekerasan keluarga”
sebetulnya dipakai karena keengganan
mengakui bahwa prialah yang bertanggung
jawab atas kekerasan yang diglami perempuan.
Dengan demikian, secara implisit, fanggung
jowab  ditanggung berdua. Dengcm
memperkenalkan istilah seperti ‘oemukulan istri "
dailam bahasa sehari-hari, para feminis mencoba
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untuk memindahkan bentuk kekerdsa
privat ke arena publik dan politis. -

Sebagai tahapan selanjutnya, diééié%g@dmkén

pelayanan-pelayanan baru yang sebelumnya:
sama sekali tidak tersedia (Fraser 19?@) 94 mggns:f

misainya: ;
tempat perlindungan bagi peregﬁpucm muncui
di seluruh penjuru negara pcéc akhir tahun
1970an sebagai inisiatif mosycr,ékcf oleh karena
instansi pemerintah menolak menangan
kebutuhan darurat perempyan yang diserang
oleh pasangan seksuol/emos;éncl mereka (Mamcs

1989:38). 5

mulai mendopctkcn

menggangapnya sebggcl prioritas yang perlu

didanai. Mereka ;ngo masih ragu--untuk
memberikan dukungcm politis ataumemperkuat =

kerja polisi.

“keluarga vyangi mermasalgh”, (Mama
1989;Southali Biack/Sisters 1992). Menurut Hearn
{1996}, kekurangah perubahan-radikal dalam

persepsi dan prcﬂéek istansi pemerintah dapat
diterangkan dengcn menunjuk’bahwa istansi .
‘bekerja;dengan pola pikir pria, dan.

menganut demesn kekerasan menurut pria -
s mereka
menduplikasikan aolc pikir yang bias gender inl-

tersebut

(1996:24). Tambahan Icgi

dalam orgcmsoss mereka sendiri mcupurs di
luarnya. ; Gy .

Reaksi resmi daii para istitusi peﬁieﬁnf&h tefap

menyatakan bog\wo kekerasaan domestik adaiah
masalah privat;

{Radford 1992, Southall Biack Sisters 1992); UN
1989; Webbs 1985). Sebagaimana yang
dikatakan Sch,ﬁeider:
Retorika j ;P;,uzak’x yang mengasingkan
dunia pérempuan dari hukum tela
menyampaikan pesan ideologis-yang
penting pada masyarakat kita. Retorika
ini maerendahkan perempuan dan
fungsmya, dan mengatakan bahwa

masalah perempuan tidak cukup penting

untuk diatur melalui hukum(1994:39).

Di scmpmg itu, para intervensi. -
biasanya dldoscrkcn atas berbagai asumsi rasis -
dan kelas dc!am§ mendefinisikan  tipologt

‘masalah keluarga,” sehingga
berada di !uaé tanggung jawab pemerintah-

e

-
~

Singkcﬁ kata, pérsepsi don regk‘s"i; Barat terhadap
kekerasan domestik memang telah berubah

L karend pefjuangan lggdm pemikir dan aktivis
- feminis. Namun, caraberpikir yang membedakan
bidang privat
- masyarakat
- pemerintah §ehingga tanggapannya terthadap

= efek-efekKekerasaan domestik (pada kesehatan,

‘ari bidang publik dalam
asih mempengaruhi sikap

keamanan dan kesejahteran perempuan)

i mcupﬁn penyebob penyebabnya tetap kurang

smadal. - ,

2. Sebﬁah keluarga selaras dalam’
duma yang seiaras pula

AR e Berfertfongan dengan dikotomi Barat antara
Walaupun masaiah kekerésccn keluarga sudah -‘_bldcﬁg publik dan bidang privat dengan

pengakuan, balk
pemerintah pusat mouéun daerah tetap fidak -

karakteristik dan prinsip yang bertolak belakang,

- dedlam pemikiran tradisional Jawa, 6 kita temukan
- berkesinambungan antara kedua bidang
“tersebut, di mana setiap bidang merefleksikan
- norma-norma yang mengatur fungsi bidang
‘lainnya.  Prinsip unitarian ini didasarkan pada

Qnggcpcm bahwc

kehl pan menyatu kawula
(manusia)dan Gusti (Tuhan, Negara,
Pemimpin).Suatu konsep yang juga

_mengimplikasikan kesatuan dunia batin
£ dengan dunia lahir, atau mikrokosmos

dengan makrokosmos
(Rahardjo1984:18).

Dalam idéclégf nasional di masa pemerintahan

- Orde Baru, konsep ini menjustifikasikan pula
- konsep negara sebagai suatu kesatuan organis

yang pada dasamya tidak mengenal dualisme
antorg negara dan individu. Negara adalah
pengejawantahan dari kepentingan masyarokat,
dan individu hanya eksis dalam hubungannya
dengon keseluruhan negara. Sejalan dengan

“Konsep  inl, pemerintah menganut "asas

kekeluargaan” yang mempresentasikan negara-
pemerintah sebagai sebuah keluarga yang terdiri
Gﬁ keéluarga-keluarga lebih kecil, dengan
uclear family (keluarga inti) sebagai unit terkecil
f. Eceksosoedird;o 1990:1).

Meﬁufui pemenntoh dalam negara-keluarga,
‘sama dengan: dalam keluarga inti, kehidupan

sosial harus selaras, dan kepentingan individual
harus dikorbankan untuk kepentingan umum. Hal

~inl juga konsisten dengan gambaran kehidupan
?sesmt Jawc yang “dikonstruksikan” oleh beberapa

terkenal {Geeriz 1961; Cooley
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pemlklron Jawa mengutam

atau rukun?ebago:mono mcsyaquctlmnnyq,

_ide-i inan ini tidak selaly koheren dan
senng ko eksis dengan ide-ide lain, ycng wq}u;;un

perceraian tetap merupokan hcﬁ yang umum o]
chc mcupun di lndonesxo {(Mc Nicoll dan MGSB

membchos dolcm makclch ini. berﬁubungan
dengcm kekerasan domeshk prckﬂk sering

(Kecnehcn dan kontradiksi ini, yang ’sebefulnycx
mempunyai potensi untuk meruntuhkan k‘onsep
“harmoni”, tidak

ua mempromosikan harmoni
sebqgﬁi salah satu dari delapan fungsi dasar dari

' keluarga sejohtera. Keluarga harus menciptakan

Itngku cn‘ycng selaras untuk anggotonyc Bﬂc

inggap memerlukan perhatihan
y berisiko/menular AIDS (BKKBN |
i

penonggulcngcn AIDS perlu |
“menumba kembangkan potensi kasih sayang |
ycng tel ada antara anggota keluarga (suami-
istri) (BKKBN 1994:14)"

dtpemmbcngkan
dalam ideologi
_ dominan. Dalam
upaya memperkuat
stabilitas nasional, -
pemetintah
menjauhi konflik baik
di tingkat keluarga
maupun di tingkat
negara, sebab

Ideal harmoni dalam
kehidupan keluarga
dan masyarakat tidak
mengandalkan
hubungan relasi yang
sejajar.  Sebaliknyq,
didasarkan pada
rantai hierarkis yang
terstruktur menurut

konflik menelanjangi
suatu kegagalan menemuhi prinsip hidup secara
selaras dan akur. Dengan demikian, kerangka
politik dan kebudayaan yang dianut ini fidak
memungkinkan kekerasan domestik dipamerkan

keluarga, maupun dalam negard. -

Belakangan ini, Ide-ide yang serupa juga

\ dipromosikan dalam pernyataan-permnyataan
resmi yang menempatkan keluarga sebagai

‘kunci dari proses pembangunan. Baru-baruini

pula Menteri Kependudukan dan Ketua BKKBN

{Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)
telah  melakukan  kampanye

masyarakat yang adil dan sejahtera ‘(Haryono

adalah penting. Salah satunya adalah bahwa
harmonj, direpresentasikan sebaggi karakteristi

1992. Undang®

| (BKKBN 1995:11).

- kekuasaan utama, sementara Ibu, sebagaiinsan
- yang-berada dalam posisi subordinasi, hanya
-merupakan -saluran kekuasaan tersebut
(Djajadiningrat 1987;Suryakusuma -1991:51,

karena hal ini akan mempetlihagikan dug.
kegagalan, yakni kegagalan hidup selaras dalam

" atau seperti yang dikatakan orang Jawa “swarg@

Suyono 1995:2; cf PP no.21 1994). Dari perspekfif
makalah ini, dua komponen kampanye tersebut -

inheren fiap keluarga sesuai undang ne. 10, tchun;
rsebut menyatakan bahwa
sebuah keluarga terdiri dari hubungan selaras
dan saling mengisi antara anggotanya, dani
antara keluarga, masyarakat d,gy hngkungcn-

‘ ideologi gender yang
pcterncllstlk sepem tercermin dalam asas |
kekeluargaan. Bapak merupakan sumber |

- Presiden merupakan pemimpin
bangsa, padalevel organisasi yang lebihrendah, ¢

“adalah pria yang memimpin  keluarga dengan
“didukungan istrinya, sebagai mitra bawahan.

Lebin jelas, istri-eksis berdasarkan fungsi suaminya

‘nunut ned@kg katut” (bila suami ke surga istri akan /

-~ ikut, bila suami ke neraka istri c:kcn terseret) cm‘myo
~untuk - kek :
mempromosikan “keluarga yang bahagia dan - ferge
sejahtera agar dapat menjadi tonggak =

511%? *‘{%}’ﬁf

- Dapat dikatakan bahwa dalam penodeffterakhu
- para pefempuqn mengalami proses ‘domestikasi
ot Pcdczi hit

1970-an serangkaian kebijaksanaan
Qg mengutamakan percmon

\:Q!Gﬁ}i dan waijib yakni: istri, pengatur | I

—ésfumab ‘fangga, pengasuh anak, pendidik, dan /|

warga negara (Nadia 1996:240). Dalom paham
ini, peranan perempuan yang pating bernilai bagi
yangan bangsa adalah dalam keluarga
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1 Kesuksesan
L perempuan sanggup menjaga hi ! ¢

' 1992) dengan bersikap lemah tembut dan
mengorbankan kepentingan pribadi atau aspirasi

.

B

di bidang privat maupun di b
ini hanya dcpci

lainnya (Wieringa 1992).

pada pembangunan nasional. Sebaliknya

masalah keluarga dapat menghalanglpria daium

pekerjaannya dan sebagai ~akibatn
membahayakan proses perkembangcn nege

Kerangka pikir yang menghubungken harm:

keluarga dan kewajiban perempuan juga
terwujud dalam Pembinaan Kesejahtraan
Pada dasarnya; organisasi
perempuan ini, memandang bahwa fugas utama -

Keluarga (PKK]).

antara lima kewajiban pokok perémpuan adalah

sebagai “pendukung loyal suami”, Sama halnya,
organisasi nasional lainnya memprokiamasikan
bahwa fungsi utama seorang istri adalah sebagai - -
pendamping suami sekaligus pendukung tugas-

tugas kenegaraannya dengan menciptakan
suasana yang selaras di rumah (Suryckusumc
1991b:6). S ; -

Dari argumentasi di atas, secara implisit berasal

bahwa perempuan yang mengalami kekerasan

domestik gagal dalam menjalankan peranan
“Kegagalan -

dasarnya yakni menjoga harmoni::
ini dianggap menganggu keluarganya dan lebih

serius lagi mengancam ketenterc:maﬁ sosrc{ :

dengan merongrong ideologi
Sebagaimana yang akan kit

lingkungan ideologis ini tidak mendukt;ng diskusr

terbuka tentang kekerasan domest

3. Manifestasi Pengingkaran

Penekanan harmoni dalam kehi

dan sosial berikut asosiasi gendemyé membuat

badan-badan pemerintah, institusi akademis

pelayanan publik meﬁgmgkcm adanya Kkekerasan:

domestik. Pengp@(arcm tersebut terwujud antar
lain dalam kekurangan hukum yang relevar, tidak

1ersedicnyc,5€lcyoncn sosial unmk‘ melindungl
dan men}dfgo para perempuan yang dianiaya -

pria, dan kelangkaan penelitian tentang
kekerasan domestik.
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“kekerasaan domestik tida
karena pemakaian kategeri penganiayaan
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ormutasi tingkat kriminalitas dalam keluarga fidak
ikerjakan dengan seksama teliti.  Kriminalitas
alam  keludrga dikategorikan sebagai

;ﬁengcniaycan (Pasal 351-355, Hukum Pidana)
Menurut-pandangan
umum, dengan menjaga harmoni-dalom
keluarga, perempuan memungkinkan pria untuk:
terus-menerus melakukan tugas publiknyd.:
Dengan demikian perempuan menyumbdadng

—anpa disebutkan perbedaan maccm‘ kekerasan
" yang ada (seperti pemukulan, Tenokcn dan
r{f’peﬁylksaan psikologis}, ctcupuﬂ perbedaan
“antara kékercson domestik dan kekerasan sosial

(Nﬁfsyc:hbcm 1995). Statistik hukum mengenai

apat diperoleh

',engcca pada kekerasan domestik maupun

‘kekerasan publik. Istitusi hukum apapun tidak
' mempunyal statistik khusps tentang kekerasan
° domestik. Sebuah lapgran tahun 1991 dari
~ Lembaga Konsultasi Bantan Hukum untuk Wanita
~dan Keluarga (LKBHﬂWK) misalnya hanya
mengcﬂckan bahwa ‘Qﬂkup banyak” kasus terjadi
~karena kekerasan pSIkologls dan fisik dalam

keluarga, yang sebdgian besar dilokukan oleh

- suami terhadap istrj (LKBHUWK:5), tanpa dapat
‘menaruh di ctc§ kertas angka kuantitas

kejad:onnya

Demikicn puia hcényo dengan siatistik polisi. Bila

“ada, mereka ﬂdak dapat dipergunakan, sebab
mereka puly { memakai
““penganiayaan’. Lagi pula mereka hanya dapat
mengungkapkan sebagian kecil kejadian
_kekerasan domestik, karena mereka hanya
“mendaftar bentuk paling ekstrim dari konflik
_perkawinan, yakni yang mengakibatkan kematian

kategori umum

perempuan jewat bunuh diri atau dibunuh.
Namun, statistik ini penting untuk dapat

: rﬁenyafakawdengcn pasti bahwa antara semua

nmkkekez an yong dilakukan oleh pria dalam

ja, ke kerasan oleh suami terhadap istri

g terjadi (Fauzi Elhakim 1991:9).

f Jakarta saja pada tahun 1990

epuluh perempuan yang dibunuh oleh
y (LKBHUWK:5).

kerasan domestik didefinisikan
I je!cs dalam catatan hukum dan polisi,
masih dapat dipertanyakan apakah seluruh
enfuk kekerasan terhadap perempuan oleh
mitranya akandapat dicatat. Sebab untuk hukum

" Indonesia hanya pasangan yang menikah secara
~sah yang dapat dikatakan sebuah keluarga, jadi,

hanya penganiayaan perempuan oleh suaminya

_yang dapat dipertimbangkan sebagai kekerasan

omestik, dan kekerasan yang dilakukan dalam

i-hukum dapat dikatakan bch‘wq

P ————l Y
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perialian di luar itu diabaikan. H

penyiksaan terhadap perempuan yang tidak

menikah lebih tidak kelihatan di mata hukum.:

! Lebih lanjut lagi, pasal-pasal y&hg cddvﬁ&d

arga, secara kekeluargaan dan
ui proses hukum di pengadilan
kyat 1993:2). Seperti Nursyahbani
a, yang wakiu itu mengabdi
ktur LBH, mengatakan:” Hasil

memasukkan kekerasan seksual. Lebin spesifik -
lagi, pemerkosaan dalam perkawinan fidak-
dianggap sebagai tindakan kriminal oleh karena -

hukum menyatakan bahwa pemerkosaan terjadi
bila “perempuan dipaksa untuk bersebadan:

luar perkawinan” (Pasal 285 Hukum Pidana).

Kesulitan konsepiual untuk menerima realitas

pemerkosaan dalam perkawinan afau yang lebih .
umum kekerasan domestik, disebabkan karena.
konsep keluarga yang dominan di masyarakaf.

Secara jelas ini dapat disimak dari ucapar
Menteri Kehakiman Oetojo Oesman, seperti
dikutip di suratf kabar:

Pencantuman pasal marital rape

(perkosaan dalam perkawinan) ke dalam
RUU KUHP .. kemungkinan dilihat dari -
paham Barat. Yakni paham yang apriori

mengacu kepada penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi di
masyarakat Barat...Masyarakat Barat
adalah masyarakat yang berpandangan
individualistik. Dalam sebuah
perkawinan, masing-masing suami dan
istri mempunyai hak pribadi.

| Perkawinan di mata mereka dipandang

sebagai masalah perdata. Bahkan,
katanya, hukum di Barat -
memungkinkan seorang anak dapat

F
£
H
Z
i

menuntut ayahnya di pengadilan. Beda

'| dengan di Indonesia. Di sini istri dan
suami tidak dapat dipisahkan dan
merupakan bagian yang menyatu dalam
sebuah keluarga. Pandangan masyarakat
kita (timur) istri itu merupakan bagian .
dari nyawa suami (Republika 1993:1).

Demikian pula Menteri Negara Urusan pPeranan -

Wanita, Ny Sulasikin Murpranoto, menyatakan

bahwa pemasukan pasal perkosaan dalam.

perkawinan “bertentangan dengan Pancasila
dan kebudayaan Indonesia” (Editor 1993:18-19).

Oleh sebab itu, tidak mengejutkan jika pada
tahun 1993 usulan memasukan pasal marital rape :

dalam RUU KUHP tidak dianggap, dan sampai kini
tidak ada kemajuan, sehingga paksaan seksual

terhadap istri hanya dilinat sebagai pelanggaran

etika seksual bukan sebagai pemerkosaan,

Lebih luas lagi, menurut pcndcngcﬁ umum solu

pada konflik dalam keluarga harus diselesalka

| mereka mau mengekspose masalah kekerasa

elama ini sebagian besar
ekerasaan yang dilakukan suami
elalu terjadi dalam praktek namun
ipersoalkan secara terbuka, selain

rena ja hukum yang menjaminnya juga
budcya ta belum mendukung para istri untuk
“mempersoalkannya (Media Indonesia 1993:1 2)¢

Jalan keluar untuk semua ini adalah pemulihan
leid ewat mekanisme infernal. Sedikit literatur
yang tersedio tentang cara perempuan

 menga asi kekerasan domestik mengarisbawahi

_besamya hambatan sosial, kebudayaan, dan/

 ekonomi yang harus dihadapi perempuan ketika

i

lomesti taupun menceraikan suaminya.

| yang sudah dikatakan di awal artikel ini, tetap|
perempuan tidak dapat dengan mudah;
-'menyeiesgikgn masalah perkcwinonnycé

Perempuan janda dipandang

perempuan yang mudah diperoleh oleh pria dan
sekaligus berbahaya bagi perempuan menikah
lainnya. Sepertinya di mata masyarakat para
janda dianggap gagal menjaga harmoni di
keluarga sendiri sekaligus mengancam harmoni
- di keluarga-orang lain. Oleh karena itu mereka
~ juga diﬁbqt}"s;eﬁbagoi ancaman terhadap orde

| Walaupun perceraian diterima di Jawa, seperti,

sebagai |
perempuan yang moralitasnya rendah, dan juga |

b,

g B

Demikian pula, keputusan untuk mengadu di
pengadilan jarang digunakan, dan hanya setelah
kejadian kekerasaan sudah periarut-larut. Seperti
yang dikatakan seorang wartawan:

. Sebenarnya kekerasaan suami terhadap
" istri dapat dijaukan ke pengadilan

dengan pasal penganiyaan. Masalanya
. jarang sekali istri menuntut tindakan
i . *ringan tangan’ suaminya.

~ dianggap mencoreng muka sendiri,

. membuka aib keluarga. Istri khawatir
masyarakat tahu dan menilai istrilah
yang bersalah karena tidak melayani

suaminya secara total (Wahyuni dalam

: Compas 1994:19).
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Dalam sebuah leaflet sebuah NGO mengatakan:
Perempuan korban kekerasan beranggap bahwa
bercerita pada orang lain tentang kekerasan
yang dialaminya adalah sesuatu yang TABU, yang
akan merusak nama baik suami don ke!ucrgo
(Rifka Annisa 1996). S

Takut dituduh sebagai orang “bersalah”, para’

perempuan semakin enggan untuk mengekspose
kekerasan domestik. Mereka juga takut dionggap
sebagai ancaman pada stabilitas kehldupcn
masyarakat karena tidak sanggup mengikut;
norma-norma sosial dan ideologi keharmonisan
keluarga. Sebagai akibat perempuan
mendiamkan
dan menutupi
kekerasan
domestik yang
dialami. Dalam
ucapan Gelles
dan  Strauss:
“manusia lebih
menakuti
pelanggaran
orde sosial
daripada
kekerasan dan penghinaan’.

Selain mengatasi keengganan untuk mengakui
pada diri sendiri dan di depan masyarakat bahwa
keluarganya tidak sesuai ideal “keluarga selaras”,
para perempuan harus menghadapi pula
tekanan sosial dan kontrol dari lingkungannya.
Seringkali mereka dianjurkan untuk menyelesaikan
masalahnya secara kekeluargaan. Perempuan-
perempuan yang telah mengadu ke pengadilan,
oleh keluarga mereka sering didesak untuk
mencabut  kembali perkaranya - dan
menyelesaikan masalah dengan musyawarah
keluarga.7 ronisnya, usaha perempuan untuk
membuka rahasia mengenai tindakan kekerasan
oleh suaminya, sering menimbutkan kekerasan
oleh anggota keluarga lainnya. Seorang
perempuan mengaku bahwa dia harus menerima
pemukulan dari suaminya selama bertaghun-tahun
karena orangtuanya melarangnya untuk
mengajukan kasusnya ke pengadilan. Avahnya
sampai mencoba membunuhnya karena tidak
bisa menerima bahwa anaknya nekad membuka
‘aib keluarga kepada masyarakat umum!

Pelayanan Sosial

Walaupun seorang perempuan pada akhimya
berani melawan resistensi keluarganya tradisi dan
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" ideologi nasional dan berhasil mengadukan

kasusnyg, "a sulit mencari bantuan. Karena
kekerasan domestik tidak didefinisikan sebagai
persoalan sosial, negara tidak menyediakan
pelayanan khusus untuk mencegah atau

- menagguianginya. Sama halnya di sektor non-

pemerintah: sampai beberapa waktu yang lalu
fidak -ada lembaga swadaya masyarakat (LSM)
yang memelihara dan melindungai korban
kekerasan seksual. Walaupun ide untuk membuat
organisasi "Women s Crisis Centre” (Pusat
Perlindungan Perempuan) sudah terlontar pada
tahun 1990 namun baru pada tahun 1993 pusat
pelayanan 1ersebut didirikan di Yogyakarta oleh
sekelompok
perempuan (Jawa
Pos 1993:2). Pusat
pelayanan
tersebut bertujuon
unfuk memberikan -
pelayanan
k e padatd:
perempuan |
daerah Yogya
yang telah
mengalami
kesulitan (bukcn hanya kekerasan domestik) di::
dalam keluarganya. Pelayanan yang diberikan,;
sejalan dengan ideologi yang dianut cdclch
untuk melestarikan harmoni dan bukan untuk
mencari solusi yang dapat meningkatkan konfiik
dan menantang norma-norma tradisional. Parg
pengelola pelayanan perempuan tersebut
biasanya menyarankan perempuan-perempuan
yang datang untuk meminta bantuan agar;

‘kembali ke rumah dan mencari jalan keluar agar |

tetap rukun dengan suaminya. Hanya pada kasus | !
yang: eksmm perceraian disarankan dcy

dicarikan tempat penginapan sementara.8

Dukungan dari kelompok advokasi perempuan
sangat terbatas. LSM perempuan yang ada di
Jakarta sepetti Kalyanamitra, Perempuan Mardika
dan Solidaritas Perempuan telah mencoba
mengekspos bentuk-bentuk kekerasan yang
dialami perempuan. Namun, mereka tidak
memfokuskannya pada kekerasan domestik dan
lebih menguiamakan benfuk-bentuk kekerasan
publik seperti- unsur paksaan dalom program
Keluarga Berencana, atau penganiayaan
ferhadagp buruh perempuan. Selanjutnya,
pemerkosaan di dalam perkawinan dan
kekerasan domestik baru disentuh dalam
kampanye anti-pemerkosaan oleh Kalyanamitra
dan organisasi perempuan lainnya pada tahun
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1995, yang diluncurkan sebagai reaksi pad genai kasus {qdividuol kekerasan
kasus-kasus pemerkosaan yang merajalela di ibu  domestik. Namun studi penelitian sangat terbatas

kofa. Jadi. usaha untuk mengekspose kekerasan 99N hanya.memakai sampel responden yang

domestik sangat terbatas. Walaupun telah - kecll (Adrina ef. al. 1998; ¢.f. Sabaroedin 1991; Ul
pu : 1992. Hariadi 1993, PSW UNS & Depsos

dijalankan usaha unfuk membuat seminar. dan
diskusi dilingkaran intelektual,-organisasi-
organisasi perempuan masih sulit: menyent
perempuan-perempuan yang b en
membutuhkan dukungannya, dan mge
kesadaran kepada mereka atas hak-haknya aga
mereka mampu unfuk mengatasi masalahnya.9:
Diharapkan organisasi baru sep.‘efii,-As,o.aidsiy ; - i
Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Selanjutnya, terungkap bahwa penyebab yang
Komite Perempuan Anti Kekerasan dan Solidaritas dapat memicu kekerasan adalah sangat

Perempuan Anti Kekerasan (SPEAK) akan dapat beragam, antara lain “suami yang selingkuh”,
lebin membuka isu-isu di atas. - “suami yang tidak mau mendengar keluhan isti”

dan “su i yang fidak puas dengan istrinya”

han, cukup untuk memperlihatkan
cerasan terhadap perempuan,
yukfikan bahwa kekerasan paling

dengan

‘banyak dﬂilci_@kgn oleh suami, pacar, dan teman.

Penelitian

Studi-studi kasus yang ada juga memperlihatkan
bahwa penganiayaan domestik dapat ditemukan
]’di‘isamu!ggjmtc masyarakat termasuk di kelas "
_berada Misainya, seorang dosen sering memukul
Tsiinya karena alasan sepele dan sang istri tidak
dapat mengadu karena takut ditinggalkan
ngan anak-anaknya yang masih kecil (Adriana
. al. 1989:8). Conioh lainnya, seorang perwira
tinggi seringkali mengayani istrinya karena
menolak untuk memenunhi tuntutan melakukan
seks (Editor 1993b:25). Keanekaragam umur gan

Akhir kata, pengingkaran kekerasan domestikjuga
disebabkan oleh kurangnya penelifian yang-
relevan mengenai terjadinya kekerasa
keluarga di Jawa atau iebih umum lagi d
indonesia. Seperii yang dikatakan iimuwan
iimuwan sosial: Lerii o

Dalam masyarakat ada kecenderunga;
pemikiran bahwa suami berhak atas
isteri sehingga jika isteri bersalah ia

mempunyai hak untuk memukulinnya.

Di Indonesia masalah ini tampaknya - latar belakang perempuan yang alami kekerasa
belum diakui sebagai masalah sosial. domestik direkam dengan baik dalam salah safu
Mungkin ini merupakan salah satu artikel {idem) yang memiliki judul yang sangat

faktor mengapa penelitian mengenai hal - ekspresit yaitu “Neraka Rumah Tangga”™: anak-
tersebut belum dilakukan (Yhromi - - anak perempuan berumur 15 tahun, perempuan
1990:38). - ~ tug berumur

5 tahun, ibu rumah tangga maupun
rofesional ternyata semud

Di Indonesia, kita belum tahu berapa
kira-kira jumlah wanita yang dianiaya
suaminya sendiri. Harus diakui, terlepas
dari banyak atau sedikitnya kasus, kita

masih agak hati-hati membicarakan
kasus itu secara terbuka karena sifatnya

Meskipun sumber-sumber di atas tetap berguna,
namum mereka kurang memadai untuk melinat
gambaran yang seutuhnya tentang kekerasan
domestik. “Dengan kata lain, walaupun dapat

yang merupakan “masalah rumah biketat}ui bahwa kekercsqn domestik eksis di Jawa
tangga orang”. ...paling tidak sampai dan di negara lnc_:ionego secara keselgruhon,
saat ini, kasus tersebut belum banyak namun :konstruksi sosial dan ideologi yang
dibahas oleh ilmuwan (Nugroho & - dominan, mencegah perempuan untuk
Nugroho 1990). e me! ,bgkg;, rahasianya, dan  kita untuk

ah q secarq lengkap.

Sumber-sumber tertulis yang mendokumentasikan -
terjadinya kekerasan domestik di Jawa, terdiidan -
laporan surat kabar dan beberapa studi kualitatif; e e ]

sedangkan data kuantitatit yang dapat Bahwa kekerasan domestik merupckqn setan
dipercaya sangat kurang. Dalam pencarian kami; yang ada pada semua strata sosial di seluruh

,iggm; berhasil mendapatkan banyak berita dari dunia,  hanya baru-baru ini diakui secara resmi
: " oleh institusi.internasional seperti PBB. Walaupun

‘KESIMPULAN

m
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penyebab kekerasan tersebut masih
diperdebatkan, semua setuju bahwa akibatnya
sangat mengganggu kesehatan fisik dan mental
perempuan. Akibatnya juga mempengaruhi
kesejahteraan anak-anak—yaitu generasi
penerus— dan masyarakat luas.

Meskipun sudah ada pengakuan, di kebanyakan
negara isu kekerasan domestik masih kurang
dimengerti. Dalam tulisan ini kami berargumentasi
bahwa baik dalam konteks Barat maupun Jawa
terdapatl keengganan untuk mengakui
kesungguhan persoalan dan mengintervensi

-

untuk yang melakukan penganiayaan, dan
tindakan periindungan untuk para korban. Dalam
tulisan ini kami juga telah berargumentasi bahwa
salah satu akar dari persoaian baik di dunia Barat
maupun di Jawa adalah ideoiogi keluarga, yang
menempatkan keluarga di masyarakat dan peran
perempuan di dclcmm{c. Merujuk pada Heise,
dapat dikatakan bahwa kita telah melihat
ideologi keluarga sebagai mekanisme yang
melegitimasi, mengaburkan, mengingkari, dan
dengan demikian melestarikan kekerasan. *

Dengan analisa ide-ide dasar yang dominan di
Jawa dan membondindgn mereka dengan ide-
ide dasar di dunia Barat, kami telah menyepakati
pendekatan yang relativistis yang mengakui
penjelasan nilai beberapa konsep, selama
diaplikasikan pada konteks historis dan kultural
tertentu. Kami telah menolak universalitas
dikotomi antara bidang publik yang penuh konflik
dan bidang privat yang seleras untuk Jawa.
Sebaliknya kami berpendapat bahwa ideologi

If[dominan di Jawa menekankan kesatuan harmoni

keluarga dan masyarakat. Pengakuan akan
adanya perbedaan kebudayaan ini telah
membantu kami untuk menjelaskan pengingkaran
kekerasan domestik di Jawa. Menurut pendapat

dengan tindakan preventif, tindakan menghukum

kami, konsep Jawa-indonesia yang menyatukan
keluarga dengan masyarakat - membuat
pengakuan adanya kekerasan domestik lebih sulit
lagi untuk ditampitkan. Salah satu petunjuk adaloh
bahwa pengakuan formal adanya kekerasan
domestik lebih resen, enggan dan terlambat
daripada di negara Barat. Sebagai akibat,
perdebatan, hukum, dan pelayanan sosial jaouh
lebih sedikit. e e

1 Tulisan ini adalah fanggung jawab penulis
dan bukan merupakan pendapat institusi fempat
mereka bekerja, o :

2  Dengan memakal definisi ini, yang
diadaptasikan dari Davies {1992:2), kami
mengakui bahwa kekerasan di rumah tidak hanya
dilakukan terhadap istri - dan pasangan
perempuan tetapi juga kepada. anak-anak,
orang tua (Davies 1994} dan, walaupun jarang
sekali, kepada pria {Campbell 1992). Namun,
definisi ini menekankan bahwa perempuan
merupakan jenis kelamin yang paling. banyak
mengalami kekerasan di rumah. o

3 Kami juga terfarik dengan pandangan ini
karena tidak ‘melihat perempudn yang
mengalami kekerasan sebagai orang yang pasif
dan mengalah. Pandangan ini terlihat juga
dalam penolakan pemakaian kata “korban.”

4 Ideologi dan kebijoksanaan pemerintah
Indonesia akan dibahas dalam tulisan ini dengan
referensi ke pulau Jawa, walaupun ideologi dan
kebijaksanaan tersebut sebetulnya beriaku untuk
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selurubh bagian negara. Kami merasa dapat

melakukan hal ini karena kebijaksanaan nasional

sering diperoleh dari pemikiran Jawa karena -

hegemoni politik dan kebudayaan Jawa.

5 Bchqn uniuk. tuuscn ini.terutama dlperoleh,

;dcn enelitian literatur di indonesia dan iuar
negeri.. Informasi tambahan dikumpulkan antara

Januari sampai September 1995 dari informan:
kunci yang berkerja pada badan hukum, LSM.

perempuan dan institusi akademik di Jakarta dan

Yogyakarta. Pada revisi terakhir (Mei 1996) juga -

ditambah informasi yang berasal dari cbsetvosi
-kl:prng koran, dan mckcic.h :

}de~1de ycng ckcn d:urcukqn, menuruii
|deolega Pemerintah dan sekelompok ilmuwan -

sosial  berlaku pada seluruh penduduk Jawa.

Namun kita harus menyadari bahwa sering -
sebetulnya
menggeneralisasikan ide-ide yang dianut oleh
kelas aristokrat (priayi), yang belum fentu dianut .
pula oleh kelas masyarakat lainnya.  Harus”

pendekatan  seperti  itu

dipertanyokan apakah semua orang
mengadopsi ideologi yang sama. Diskusi ini
walaupun sangat menarik tidak akan dibahas di
sini karena kami hanya tertarik pada konsep
formal bukan aktualisasinya.

7 informasi ini diberikan secara verbal oleh
Nursjiahbani Katjasungkana dari LBH untuk
pefempuqn dan keluarga. :

8 Pendekqtan konservatif semacam ini sedang
berubah dengan penyelenggaraan pelatihan-
pelatihan gender untuk staf dan dengan
terjolinnya kontak dengan organisasi lokal dan
asing yang berperspektif feminis.

¢ - Dalam pandangan seoiang aktivis feminis,
persoalan ini tidak hanya dibatasi pada
kekerasan domestik. - la berargumentasi bahwa

organisasi-organisasi perempuan belum mampu -

uniuk menswadayakan perempuan karena sikap
yang elitistis dan kurangnya ruang bergerak
dalam masyarakat (Nadia 1996:242-243).
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